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IIIALI KOTA MEDAI{
PROVINSI SUMATERA U.TARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 21 TAHUN 2Oi8

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGER] PADA DINAS PEI.'IDIDIKAN KOTA I\4EDAN

DENGAN RAHMAT TLIHAN YANG MAHA ESA

, 
WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : bahlva unirtk melaksanaltan ketentuan Pasal 45
Peiaturan wali Kota l'ledan Nomor 58 Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penriitlikan
Kota Medan, perlu mernbeatuk Peraturan Wali Kota
tentang Pembeotukan Unit Pelaksana Teknis Sekoiah
l,,lenengah Pert-ama Negeri Pada Dinas Pendidikan
Kota Medan.

Mengingat : 1. Pasa-l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Lindang Nornor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah t)tonom Kota-Kota Besar
Dalam Ling}:ungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (l,embaral Negara Repubiik lrrdoncsia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan kmbarai.t
Negara Republik Indonesia Nomor 1O92);

Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2OO3 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (l,embaran Negara
Republik hdooesia Tahun 2003 Nomor 78.
'larnbalan Lembaran Negara Repubiil< Indonesia
I.lornor 430) ),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Peiayarran Publik (Lerrbaran Negara Republik
Indonesia 'Iahun 2OO9 Nomor I 1 2, Tal-"bahan
Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor s0alSli

Undang-Unriang Nomo; 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (l-embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor' 6, 'I'ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.

J.



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetttang
Pemerintahan Daerah (L6mbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)'
sebagaimana telah diutrah beberapa kali terakhir
de:rgin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Pe:'ubahan Kedua Atas Undang-Undang
I{omor 23 Tahun 20 14 Tentang Pemerintahan
Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia
'lahun 2015 Nomoi 58, Tambahan l'ernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7- Undang-Undang Notnor 3O Tahun 2O14 terriang
Admiiristrasi Pemerintahan (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292'
Tanibahan itmbaran Ncgara Repubiik indonesia
Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah l{omor' 22 Tahun 1973
tentang Perluasar Da.erah Kotamadya .lvleCan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tamba.han L.embaran Negara Republik
I rrdonesia Nomor 3005);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991

tentang Pembentukar, Kecanatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayair Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujur-rg Padang Di Wilal'ah
I(abupaien Daerah Tingkat Il Simalungun.
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah,,Medam Tembung, Iviedan Helvetia, ll,ledan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medar, Area Di Wilayah Kotamad]'/a
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Ta-hurr 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wilayah l(abupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat Il Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayal Kotamadya Daerah
Tingkat Ii Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembarari Negara

Republik lndonesia T:rhun 1 992 Nomor 65);



1 l. Peraturan pemerintah lrfomor. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 ilomor +I.
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pimerintah Nomor 13 Tahun 2O I 5
tent€ng Perubahan Kedua Atas peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar
Nasional Pendidikan (l,embaran Negara -Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tamtahtur
Lembaraa Negara Republik Indonesia Nornor 5670);

12, Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2OOg
tentang W{jb_ Belajar (Lembaran Negar.a Republik
lndonesia Tahun 200g Nonror 90, ?amLahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror 4g63);

13- Peraturan pemerintah Nornor 4g Tahun 2OO8
tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran i,legara
Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 91 .
Tambahan lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

14. Peraturan p. emerintah Nomor 17 .fahun 
2OlO' !en?19 Pengeloiahan dan penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Repubiik kdonesia
Tahun 20 t O Nomor 23, Tambahan l_embaranNegara Republik Indonesia Nomor S 105)
sebagaimana telah diubah dengau peratLlran
Pemerinah Nomor. 66 Tahun 2O1O tentang
Perubahan Atas Peraturan peme:intah Nomor 17Tahun 2010 tentang pengelolahan <ian
Penyel(rnggaraan pendidikan (l,embaran Ncgara
Repubiik Indonesia Tahun 20lO Nomor i rz,
Tamba.ha:r Lembaran Negara Reputrlik Indonesia
Nomor 5157);

15. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebud.avaan
Nomcr 19 Tahun 2002 tentang S tardar pengciolaan
Pendidikan OIeh Satuan pendidikan Das=ar cian

^ Menensah:
/\

(rcy'_"raturan Menten Dalam I{egeri Nornor 12
\// rairun zvtl terrtar.l pedoman pembentukan Dan

Klasifikasi Cabang Dinas f)an Unit pelaksana
Teknis Daerah (Berita Negara Republik lndonesia
Tahun 2017 Nomor 451);



17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun -2016 tentang pbmbentukan perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Me?an
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 51;

18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Orga-n isasi, Tugas
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja perangkat Dae;ah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) ,
sebagaimana telah diubah dengan peraturar WaIi
Kota Medan Nomor 4O Tahun 2O 17 tentang
Perubahan Atas peraturan Wali Kota Medan

. Nomor 1 Tahun 2OlZ tenttu.rg Kedudukal.
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata
Ke{a Per"angkat Daerah (Berita Daera}r Kota Medan
Tahun 2017 Nomor 40i;

19. Peraturarr Wali Kota Medan Nomor 5g Tahun 2017
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dina.s
Pendidikan Kota Medan {Berita Daerah Iio",a }.4edan
Tahun 2017 Nomor 58);

Menetapkan

MEMUTUSirAN:

PERATURAN WAL] KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
UNTT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH IVIENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PDNDIDIKAN KO?A
MEDAN.

xare rvi$irJ urururr,r

Dalam peraturan walikota r"i rliitilr"tsud. dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pernerintahan Daerah adala} penyelenggaraan urusatl
pemerintahan oleh pemerintah daerah aarr aiwan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam siiterrr dan prinsip
Ne-gara Kesatuan Reprrblik Indonesia sebagair4al4 dima-ksud
94* Undang-Undang l)asar Negara Republik Indonesia
Tahun i945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pei.aksanaan urusan pemerintahan yang mjnlaai kewenanian
daerah otonom.



6.

4. Wali kota aclalzih Wali kota Meda_n.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.

Kepala Dinas aclalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.

Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pcndidikan Kota Medan.

Sekol.ah Menengah Pertama Negeri yang selanjub:rya disingkat
SMP Negeri adaiah satuan pendidikan forrnal tingkat menengal
pertama;

Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah guru yang
diberi tugas tarnbahan sebagai kepaia sekolahl

1O- IJnit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas pei-rdidikan
Kota Medan.

BAB II
PEMBEN'I].JKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DA.N

UNAN ORGANiSASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) V/ali Kota rnernbentuk UPT Sekolah Menetgah Pertama Negeri di
licgkungan Dinas:

t2) U[rI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam
lampiran I yang menrpakan bagian yang dda-k tetpisahkan dari
peraturan wali ko[a inr.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

(1) Um Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan UpT yang
berada di lingkungan Dinas.

Q) UYf Sekolah Menengah Pertama Negen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsionai gu.iu yang
diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPI yang berkedudukan
di bawah dan bertalggungjawab kepada Kepala Dinas melalui
Sekretaris.

8.

9.
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Paragral 2
Tugas Dan Fungsi'

Pasai 4

UPI .Sekolah Menengah pedama Negeri mempunyai tugasraenyelenggarakan proses belajar mengajar dan - 
pelayanan

pendidikan lingkr.rp pendidikan menengah pertama bcidasar:kan
peraturan perundang-undangan-

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 4, UPT Sekolah Menengah pertama i{e_geri menrpunyai fungsi :a. menyelenggarakan kegiatan pendidikan;
b. membina kesiswaan;
c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga

kependictikan laiirnya;
d. meuyelenggarakan administrasi sekoiah;e. n:erencana-kan penger:rbangan,

pemeliharaa:r sarana piasar.ana;
f. rne'laksanakan hubungan sekolah

dan/masyarakat;

pendayagrnaan, dan

dengan lingkungan,oraxg tua

g. melaksangkan rekrutmen sisr,va berdasarkari peraturan. un<1ang-
undang; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibcrika:r oleh kepala dinas.

s,":,?,::LT;I:1""I

Pasal 6

(l ) Struktur Orga:nisasi UIyl. Sekolah Menengah pertama Negeri
terdiri atas:
a Kepala UPT Sekolah Menengah pertama l,iegeri;
b. Wakil Kepa{a UpT Sekolah Menengah pertaira irtegeri;
c. Kepala Tara Usaha;
d. Kepala Perpu stakaan;
e. Kelcimpok Jabatan Irungsional Guru dan t[ngsional lainnrra;

dan
f- Peiaksa-na.

{2} Bagan struktur organisasi UpT Sekolah Ivienengah pertama Negeri
sebagaimana dimaksud pa.da ayat tI) tercantut dahm lampiran
Il Peratural Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Kepala UPT Sekolah Menengah petajrra Negeri menghunjuk Wakil
Kepala UPT trerdasarkan kompetensi yang aimiliki berdasarkan
peraturan perundalg- undangan.



(2t Jabatan Wakil Kepala UP? sebag.rimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang pejabat fungsiondl guru yang diberi tugas
tambahan untuk melaksa-nakan tugas dal ta.rlg€il-lng jawab
mengoordinasikal pelaksalaan tugas dan fungsi UPT, dan
bertangungjawab kepacla Kepala UPT Sekolah lvlenengal Pertana
Negeri.

Rincian tugas dan fungsi Wakil Kepala UPT ditetapkan oleh
Kepala UPT Sekoiah L4enengah Pertama Negeri dan berdasarka-n
peraturan perundang-undan gan.

Pengangkatan Wakil Kepala UPT dilaksalakan oleh KepaJa Dinas
berdasarkal usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama
Negeri berdasarkan peraturan perundang-undargan-

Pasal 8

(1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1,
hurui c, dipimpin oleh seorang pejabdt fungsional guru dan /atau
pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas iambahan untuk
melaksalakan tugas, fu[gsi dan tanggurg jawab mengelo]a
ketatausahaan sekolah, dan berta,ngungiawab kepada Kepala UPT
Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Pengangkitan kepala tata usaha dilaksanakan oleh keliala dinas
bertiasarkan usular dfi Kepala UPI' Sekolah Menengah Perrama
Negeri berdasarkan peraturan perundarg-undangan.

Pasal 9

Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf d, direalisa.sikan pengisian jabatarnya
ber:dasarkan kebutuhan riil dan perpustakaannva telah
m.emenuhi standar serta sesuai dengan pet aturan perundar:g-
undangan.

Jahatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh
seorang pejabat tungsional guru, pusta,kawan dan/atau pejabat
fungsionai lainnya yang diberi tugas tambahan untuk
melaksar-rakan tugas, fungsi dan tanggung Sawatr mengelola
perpus'Lakaan, dan bertangungjawab kepada Iiepala UPT Sel<olah
Menengah Pertama Ne geri.

Ttrgas, fungsi dan tanggungiawab sebagairrrana paria ayat (2)
ditetapkan oleh kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri
berdasarkan peraturan perundang-undanga,l.

Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala
Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT Sekolah Menengah
Pertama Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3)

t4)

(2t

(1)

(2)

(3)

i4)



BAB III
URAIAN TUGAS

Begran Kesatu
Kepnla UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 1O

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah:
a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah

Menengah Pertama Negeri dengan mempedomani rencala urnurr
kota, rencana strategis,. kurikulum, dan rencana keda Dirras
untuk terlaksananya sinergitas perenca-naan;

b. menyusull bahan kebijakan teknis operasional, standar
operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaltrasi jabatan, dan sta:-rdar
lainnya lingkup Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk
ditetapkao lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehi:rgga
terseienggaraaya aktivitas dan tugas secara cptimal;

c. membagi tugas, pembimbingan, peniiaian. penghargaan, dar
penegakan/oemrosesan kedisiplinan Pegawai ,A.SN (reuar d nnd
punishmentl dalam ralgka untuk kelancaran tugas Sekola}
Ir{enengah Pertama NegBri berdasarkan atas peraturan
perundang*undangan;

d. mejabarkah visi ke dalam misi target muru;
e. merumuskan tujuar' dan target mutx yang akan dicapai;
f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan

sekolah;
g. rneiaksa:iaka:r analisis dan keputusan anggarar sekolah sena

keputusan pentlng lainnya dengan melibatkan gur,.r, komite
sdkolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

h. melaksernakan kcmunikasi secara proakii{ dan persuasif untuk
nrenciptakan dukungan intensif dan orang tua peserta didik clan
masyarakat;

i. menjaga dan meningkad<al tnotivasi ke4'a pendidik dan tenaga
kependiCikan dengan menggunakrtn sistem pemberian
penghargaal atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran pelaturan
dan kode etik;

j. mericiptakan lingkungan perrrbelajaran yang efek-tif bagi peserta
<iidik;

k. melaksanakan tugas dan talggung jawab atas perencanaan
par+Jsipatif mengenai pelaksanaan kuriku lu m ;

L rnelaksanakan dan merumuskan .program supervisi, serLa
memanfaatkan hasil supervisi untuk mening|<atkan kinerja
sekolah;

m. melaksanakaa pen;rusunan dan memutuskan tata tertib pr-oses
belajar mengajar dengar melibatkan pihak terkait untuk
meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan
visi pembelajarar yang dikomunikasikan dengan baik dan
didukung oleh komunitas sekolah;



I

p.

o.

r.
s-

q.

membantu, membina, dan mempertahqnkan Lingkungan sekolah
dan program pembeld.-jaran yang kondusif tragi prr.rses belajar
peseria didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga
kependidikal deagan memberi teladan dan menjaga nama baik
lembaga dan profesi;
melaksanakan rnan4iemen organisasi dam pengope;:asian sumber
daya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman.
sehat, efisien dan efektif;
menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik tian
ma-syarakat, dan komit-e sekolah menanggapi kepentingan dan
kebutuhan komunitas yang beragarn, dan memobilisasi sumber-
daya masyarakat;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

flagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal i 1

Ulaian Tugas Kepala Tata Usaha. adalah :

a. menyiapkan bahan penyusunzrn program dan kegiatan
pembelqjar-an Sekolah Mener-rgah Pertarna Negeri dengari
mempe{omani rencana umum kota, rencana . strategis,
kurikultim, dan reneana ke{a )inas untuk terlaksanar.\a

b.
sinergitas p3rencanaan;
menyiapkal bahan kebijakan teknis operasionai, standar'
operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analsis
jabatan, arialisis beban kerja, evaluasi jahatan, dal standar
lainnya lingkup Sekoiah Menengah Pertarna Negeri untuk
djtetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga
terselenggaranya akdiritas dan tugas secara optimal;
rrrernbagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan
penegakaa/pemrosesan kedisiplinan Pegawai,\3N lreutard. and
punishm.entl lingkup lJrusan Tata Usaha dalam rangka untuk
kelancaran tugas Sekolah Menengah Pertama Negeri berdasarkan
aias peraturan perundang-undangan;
melakukal pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan,
verifikasi, penghitungan anggararl, darr pertanggungjau,aban
anggaran Sekolah Meuengah Pertama Negeri; .

melakukan urusan kepegawaian ilan pengernbanga,n pegawai di
lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
melakukan pengoordinasian dan pen_veliaan urusan pembayaran
belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pernbayaran
lainnya;
melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;
melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikar;

i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan
pemberdal.san pendidik dan tenaga kependidikan;

j. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan
kearsipar.;

d_

e.

f.

h.
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k, melakukan urusan publikasi da:r dokurrrentasi;
1, melakukan penyusuran rencana kebutuhan, pengadaan,

penerimaan, invlntarisasi, penyimpanan, penghapusan dan
pendistribu sian barang milik daerah;

m. irrelakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanan,
ketertiban, i<ebJrsihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah

Menengah Pertama Negeri;
n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;
o. melaksanal:al hubungan kerja sama dengan orang tlta peserta

didik dan masYarakat;
p. metaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah

Menengah Pertama Negeri; dan
q- melaks-anakan tugas kedinasan lainn5ra yang dilugaskan oieh

Kepala Sekolah Vlenengah Pertama Negeri.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional lainn-ya

Pasal 12

Uraian Tugas Keiornpok Jabatan Fungsional Gr,rru Dan ftrngsional
lainnya adalah :

a- rnelakukan tugas jabatan fungsionai gum dan fungsional lainnya
sebagaimtrna butir-butir kegiatan yang ditentukan didalam
p.,atut ., jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan
angka kreditnl'a.

b. melaporkan trasrl peLaksanaan tugas kepada Kepala UPT Sekolah

Menengah Pe,rtama Negeri: dan
c. melaksanak-an tugas lain ;zang diberikan oleh I{epala. UPT Sekolah

Menengah Per-tama Negeri.

Bagian Keempat
Pelaksana

Pnsal 13

(1) Di tingkungan UPT dapat ditempatkan jabatar Pelaksana

berdasarkan kebutuhan riari hasil analisis jabatan dan analisisi
beban keda dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan-

(2) iabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanal€n tugas teknis' 
operasional vang menjadi tugas dan tanggun$awabrl'a selaku
jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis
jabatan dan analisis bebarr keqa berdasarkarr peraturan
perundang-undangan.

{3} Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara
Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan.
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BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam rangka meninglLatkan kualitas pelaj-anan pendidikan
fomal mal<a Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan
standar pela,vanan, standar operasional prosedur, kotak
pengaduan, serta secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan
Masyarakat (SI(lr{} pada UPI berdasarkan peraturan perund:rng-
undangan.

(2) Dalam meia.ksanakan tuga.s Kepala UPT Sekolah Menengah
Pertama i'Iegeri rvajib menera.pkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronis.asi rtntuk terselenggaranya proses belajar mengaja:'
dan pelal,anan pendi<iikan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

I(epala UPT Sekola-h Menengah Pertama Ilegeri w4jib mengarvasi
bawahannya dan bila terjadi penyirnpangal agar mengambil
langkahJangkah yang diperlukal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kepala LIPT Sekolah \tleriengah Pertama Negeri bertanggung jau'ab
mer,rimpin dan mengoordinasikan bawalanny-a dan memberikan
bimbingan serta }retunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahann-va.

Kepala UPI' Sekolah Menengah Pertama Negeri w4iib mengikuti
dan mematuhi peratuial perundang-undangan dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas dal menyiapkan laporan berkala
tepat pada wakllnya

Setiap laporan yang diterima oleh Kepain UFT Sekolah llenengah
Pertama Negeri dari bawahannl'a wqiib diolah dan dipergunakar
seba-gai bahan untuk penyusonan laporan lebih lanjut dan bahan
untuk memberikan petuqiuk kepada trawahannya.

Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama Neger:i dalam
penyampaian laporal kepada Kepala Diaas' tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain ya.rLg secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam ralgka kelancaran peiaksanaan tugas Kepala UPI Sekoiah
Menengah Pertama Negeri memberikan bimbingan kepada
bawahan dan u,ajib mengadakan rapat berkala.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pJrrgtrndaagan Peratural wali Kota ini dengan penempatanry*a

dalam. Berita Daerah Kota Medan.

DitetaPkan di Medan
pada tslggai 14 Februari 2O18

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diu ndangkah di Mecia-n

pada tanggal 1.4 Februari 2O18

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

trd

SYAIFUT,BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 21

Sa-linan sesuai dengan aslinYa
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,

/,
dl** /-

eMc..sE---
Penata Tingkat I

NlP. 19620515199011 1 001
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